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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam good governange akuntabilitas publik merupakan elemen
terpenting dan merupakan tantangan utama yang aphgmemerintah. Untuk
mendukung terpenuhinya unsur akuntabilitas danspamansi, negara telah
menghasilkan berbagai produk perundangan yang mougupakan wujud dari
kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidangrgan negara sekaligus
menuntut suatu transformasi dan perubahan mendhshidang pengelolaan
keuangan Negara.

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi jeaream keuangan
negara baik pada pemerintah pusat maupun pada ip&ahedaerah dengan
ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangg@ara yaitu Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nedamaang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan = perundang-undangan  tersebut menyatakarhwaba
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangaratpesn daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRIipdéporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangelambat-lambatnya 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. bapKeuangan disusun dan



disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi PembantéPeraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 2005).

Disamping undang-undang dan peraturan pemerintaehigt, Menteri
Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri DalageN No 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagatelah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 @aRB007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Ndi8oFahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturagbuerbertujuan untuk
menciptakan transparansi dan akuntabilitas dakmgglolaan keuangan daerah.

Di Indonesia epilog pemerintahan Orde Baru telalakier pada tanggal
21 Mei 1998 setelah berkuasa kurang lebih selamal8th. Dalam kurun waktu
tersebut, pola manajemen pemerintahannya tertutup atoritarian dengan
pendekatan keamanaseurity approach yang diterapkan sangat ketat dan
berkesinambungan, di mana pemerintahan yang be@h berwibawa atau
penyelenggaraan negara yang ba@&od governangeseringkali hanya menjadi
jargon politik daripada diimplementasikan dalam yanan. Akhirnya,
melahirkan isu aktual di bidang: Korupsi, KolusgndNepotisme (KKN) yang
menjadi salah satu penyebab utama jatuhnya pemente baru.

Hardjowiyono (dalam Teguh Kurniawan, 2009:116) nemngkakan
‘apabila kita melihat dari sejumlah kasus korupsngy ada di Indonesia, maka
kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh isoPemberantasan Korupsi
(KPK) sebagian besar (77%) adalah kasus tindaknpiderupsi yang terkait

dengan pengadaan barang dan jasa’.



Artinya dalam banyak hal korupsi yang terjadi dddnesia adalah
korupsi birokrasi atau menurut Mahmood (2005) kerup Pemerintahan Sipil.
Korupsi yang seperti ini terjadi dalam semua tingkgemerintahan, tidak hanya
di Pusat tetapi juga di Daerah-Daerah. Bahkan sdifaérlakukannya Otonomi
Daerah berdasarkan UU No. 22/1999 tentang Pemleaintaerah di Tahun 2001
telah terjadi kecenderungan korupsi di PemerintaDaerah yang semakin
meningkat dengan tajam seperti yang dikemukakah Biealdi, Purnomo dan
Damayanti (2007).

Dalam artikel yang ditulis oleh li Baihagi Mustaf2004), menyebutkan
hasil survei yang dilakukan oleh KPMG dalatdiPMG, 1998 Fraud Survey”
(New York: KPMG, 1998, sebagaimana dikutip Tungg@8i00:13) menunjukkan,
bahwa dari jawaban responden lemahnya pengendalitain merupakan
penyebab tertinggi terjadinya kecuranggay(d).

Kecurangan adalah unsur utama perbuatan korupsahaJsuntuk
meningkatkan dan membangun sistem pengendaliammterupakan salah satu
upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan atawpsiorOleh karena itu,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberaihad\egara dalam
Pasal 58, dengan sangat tepat mengamanatkan kepegiden Rl selaku Kepala
Pemerintahan, agar mengatur dan menyelenggaragi@mspengendalian intern
di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, umhgningkatkan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuanggara.

Kondisi yang buruk ini sangat memprihatinkan meggtndana yang

dikelola oleh pemerintah adalah dana publik. Disampitu, kondisi ini



merupakan tantangan (tugas rumah) bagi pemerirgabakd untuk memperbaiki
kualitas laporan keuangan mereka dengan meneragkamtansi menuju
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

Nasution 2008 (dalam Sukhemi, 2010), mengemukaksmwa Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atardrapKeuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2Q086) menunjukkan
transparansi dan akuntabilitas keuangan daerahksemamburuk.

Mengacu pada ikhtisar hasil pemeriksaan BPK tentdmgoran
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten BandBagt, semenjak
berdiri pada tahun 2007 hingga pemeriksaan terakkiPD tahun 2008 yang
dilakukan pada semester Il tahun 2009, Kabupaterddzy Barat mendapatkan
opini Disclaimer(Tidak Menyatakan Pendapat/TMP).

Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten BandungtBiahun
2008, mengemukakan terdapat 10 temuan dalam spgagendalian intern yang
terdiri dari 8 temuan yang mengindikasikan kelemalsgstem pengendalian
akuntansi dan pelaporan, 1 temuan kelemahan sigggEmgendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja, dan 1 temuan datarktur sistem

pengendalian intern (IHPS BPK semester [l 2009).



Tabel 1.1
Daftar Temuan BPK atasSistem Pengendalian Intern
di Kabupaten Bandung Barat
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1. | Penatausahaan dan pelaporan persediaan tidak meseadayga persediaan p
31 Desember 2008 tidak dapat diketahui nilainya

2. | Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum memikkafiran Daerah tentar
pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah serta upanaperaturar
pelaksanaannya

3. | Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporaoakgan Pemerintg
Kabupaten Bandung Barat TA 2008 belum disajikaruaeStandar Akuntans
Pemerintah

4. | Pencatatan dan pelaporan kewajiban jangka pendigk miemadai

5. | Pencatatan dan pelaporan piutang tidak memadai

6. | Pelaksanaan penatausahaan uang persediaan tidek ketentuan dan terdap
uang persediaan pada akhir tahun sebesar Rp 5183563,00 yang disimpan
pada rekening pribadi yang pengeluarannya dilaksangada tahun anggar
berikutnya

7. | Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung BAr&2008 tidak disusur
berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi

8. | Aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2008 Rdafeiabupaten Bandur
Barat senilai Rp 77.540.595.965,00 tidak dapatiditei

9. | Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pencairan uEsgd@an tidak sesu
ketentuan sehingga realisasi belanja dalam LRAssebRp 584.603.599.304,(
tidak berdasarkan pada pertanggungjawaban danptgrgarbedaan nilai SILP
dalam LRA dengan neraca dan laporan arus kas

10.| Penatausahaan dan pelaporan belanja bantuan daridiibah tidak tertib sert

terdapat bantuan yang disalurkan setelah tangg@e¥ember 2008 sebesar
1.249.951.830,00

a

Sumber: LHP BPK atas Sistem Pengendalian Interrupaten Bandung Barat

tahun anggaran 2008

Semua hal tersebut menjadi cerminan bahwa apa garganatkan

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Bindt XI/MPR/1998

Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan B€bagysi, Kolusi, dan

Nepotisme belum terlaksana sepenuhnya. Di dalanet&@n MPR tersebut

dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan hanesganut

azas



akuntabilitas yang diartikan bahwa setiap kegiatan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggundjawakepada masyarakat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sedeagan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung terpenuhinya unsur akuntabilitas tfansparansi,
negara telah menghasilkan berbagai produk peruadaggng juga merupakan
wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformadiidiing keuangan negara
sekaligus menuntut suatu transformasi dan perubahandasar di bidang
pengelolaan keuangan negara. Produk perundangaakhiter di bidang
pengawasan pengelolaan keuangan negara yang dgkagapemerintah pada
akhir Agustus 2008 lalu adalah Peraturan Pemeri®&h Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahg Betaldi, 2008).

Sistem pengendalian intern didalam PP Nomor 60nt2008 adalah
proses yang intergral pada tindakan dan kegiatanyg yhlakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk begkan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi mekagiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengama®innagara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian dan pengawasan itu sendit telma ada di
pemerintahan Indonesia dan telah mengalami banyaktkembangan.
Perkembangan terkini mengenai sistem pengendaili@nni pada pemerintahan
sesuai dengan Pasal 58 ayat 1 Undang-undang NoahiinT2004 tentang

Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa :



Dalam rangka meningkatkan kinerja, tranparansi, @kuantabilitas
pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kdématgerintahan
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalg@rni di
lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Hal ini juga diatur dalam pasal 33 PP No. 8 Tal20®6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi, dan @dsaPeraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peageldleuangan Daerah.
Terlebih dengan berlakunya PP No. 60 Tahun 200&rtgnSistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) yang mengatur secara léfdh sistem pengendalian
intern di sektor pemerintahan.

Mengacu pada fenomena yang telah dipaparkan danddii konsep-
konsep yang ada, maka fokus permasalahan yangdééandalam penelitian ini
apakah pengendalian intern berpengaruh terhadayaddilitas publik pemerintah
daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten BandBagat. Berdasarkan
uraian tersebut penulis akan melakukan penelitiengdn judul:“Pengaruh
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Thadap Akuntabilitas

Publik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka pemsisgidentifikasikan
masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern ripgeame di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.



2. Bagaimana Akuntabilitas Publik di lingkungan Peimtaih
Kabupaten Bandung Barat.

3. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Pengendiaiern
Pemerintah terhadap akuntabilitas AkuntabilitasliRuPemerintahan

Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini  bermaksud untuk meneliti mengenai ngaguh
pengendalian intern terhadap akuntabilitas publieme&rintahan Daerah

Kabupaten Bandung Barat Bandung.

1.3.2  Tujuan Penelitiaan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian inilatissebagai berikut:
1. Mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendait@nn
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bagdarat.
2. Mengetahui Akuntabilitas Publik di lingkungan Pemtah

Kabupaten Bandung Barat.

3. Mengetahui  seberapa besar pengaruh penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntbiikuntabilitas

Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.



1.3.3 Kegunaan Penelitian
Penulis berharap penelitian yang dilakukan memkiggunaan sebagai
berikut:
1. Pemerintah Daerah
Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikaasukan bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolazaangan daerah
dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip pengelokearangan daerah.
2. Penulis
Dengan melakukan penelitian langsung dilapangamul@e dapat
memahami apa yang sebenarnya terjadi serta hambpatan dihadapai
dalam pengendalian intern terhadap akuntabilitaislipuPemerintahan
Daerah Kabupaten Bandung Barat, sehingga dapatnniiaimawawasan
dan pengalaman penulis di bidang akuntansi sektmiepntahan.
3. Peneliti Lain
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahajukan untuk

penelitian selanjutnya.



